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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai mekanisme 

pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten 

Bojonegoro pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau Pasal 30-32 mekanisme pengelolaan DBH-CHT telah 

mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Seluruh tahap berjalan sesuai 

pedoman teknis pemerintah pusat, sehingga prosesnya lebih terstruktur 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme tersebut, 

pengelolaan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan 

transparan dan terukur. 

2. Pemanfaatan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, yang 

memprioritaskan tiga bidang utama: Pada bidang kesejahteraan 

masyarakat, program seperti pelatihan petani tembakau, bantuan sarana 

pertanian, dan bantuan langsung tunai bagi buruh tani serta buruh pabrik 

rokok memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas dan 

pendapatan. Pada bidang kesehatan, DBH-CHT digunakan untuk 
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penyediaan sarana prasarana kesehatan dan layanan pemeriksaan 

kesehatan. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, dana ini membantu 

memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan 

kesesuaian regulasi. Secara keseluruhan, pemanfaatan DBH-CHT pada 

ketiga bidang tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas 

layanan publik. Ditinjau dari teori keadilan bermartabat, pengelolaan 

DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro sudah mengikuti prosedur yang 

ditetapkan dan manfaatnya juga telah dirasakan oleh masyarakat melalui 

berbagai program yang dijalankan. Sehingga mencerminkan upaya 

pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan bagi masyarakat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten 

Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah 

dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, pemerintah daerah melalui 

OPD pelaksana diharapkan terus menjaga konsistensi pelaksanaanya serta 

diharapkan dapat mempertahankan capaian yang telah ada serta terus 

meningkatkan kinerja pengelolaan DBH-CHT agar pada setiap tahunnya 

tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu melampaui target yang 

telah ditetapkan. 

2. Pada bidang penegakan hukum, Pemerintah Daerah diharapkan dapat 

melakukan evaluasi secara lebih komprehensif terhadap efektivitas 



57 
 

 
 

pemanfaatan alokasi DBH-CHT sebesar 10%   khususnya dalam hal 

sejauh mana program yang dilaksanakan telah berdampak langsung pada 

peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kinerja aparatur penegak 

ketertitaban. Evaluasi tersebut diperlukan agar pemanfaatan DBH-CHT 

tidak hanya bersifat administratif atau jangka pendek, tetapi dapat 

diarahkan pada program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan 

selaras dengan tujuan keadilan serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.
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